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MOTO 

Jika latihan bukan hal utama bagimu maka kamu  bukan hal utama bagi pelatihmu 
. Sama halnya dengan perkuliahan, jika kuliah bukan hal utama bagimu maka 

kamu juga bukan hal utama bagi dosenmu. 
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RINGKASAN 

Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas Jasa Servis 

dan Pemeliharaan Kendaraan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Jember; Mila Nur Aini Maulidha, 150903101031; 2018: 101 

halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 Pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan secara professional, 

terbuka, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya perwujudan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good goverment). Perwujudan pengelolaan keuangan 

negara yang efektif akan mempermudah pembangunan di Indonesia lebih merata 

dan menyeluruh disegala bidang sesuai dengan tujuan mencapai masyarakat adil 

dan makmur. Dalam pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit, untuk 

itu pemerintah harus terus berupaya untuk membiayai semua pengeluaran negara. 

Yaitu mengupayakan  pendapatan negara dari sektor pajak. Peranan pajak menjadi 

semakin penting artinya, setelah mampu menjawab semua kondisi-kondisi yang 

dihadapi oleh pemerintah dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.  

Berdasarkan Praktik Kerja Nyata Penulis di Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah yang merupakan salah satu wajib pajak yang menyumbang 

penerimaan negara . Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah pada Tanggal 26 Februari 2018 s/d 06 April 

2018 adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya 

tentang Pajak Penghasilan Pasal 23. Penulis dapat memperoleh gambaran secara 

nyata tentang untuk mengetahui Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, 

dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) atas Jasa  Servis dan  

Pemeliharaan Kendaraan pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Jember. 

Perhitungan dari Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Untuk yang tidak ber-

NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif Pajak Penghasilan Pasal 23. 

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi 
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penghasilan adalah Bendahara Pengeluaran. Pemotongan PPh Pasal 23 yang 

dibayarkan yaitu sebesar jumlah bruto dikurangkan dengan Pajak Penghasian 

Pasal 23 yang terutang. Tahap Penyetoran, Bendahara Pengeluaran Badan 

Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Jember, menyetorkan pajak 

penghasilan pasal 23 terutang ke ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor 

Pos dengan menggunakan Kode Billing yang telah dibuat melalui 

https://sse3.pajak.go.id. Tahap terakhir yaitu Tahap Pelaporan, Bendahara 

Pengeluaran Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Jember 

melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas servis kendaraan  yang 

sudah dipotong dengan mengisi Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23. Batas 

waktu pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23  paling lambat tanggal 20 

bulan berikutnya. (Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 

0605/UN25.1.2/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember). 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam alinea pertama Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memaparkan bahwa: 

“Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana tercantum 

dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuk pemerintahan 

negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. 

Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban 

negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem 

pengelolaan keuangan Negara” (Undang-Undang No. 17 Tahun 2003). 

 Pengelolaan keuangan negara tersebut harus diselenggarakan secara 

professional, terbuka, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya 

perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment). Selain itu, 

penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada penerapan 

kaidah-kaidah yang baik (best practice) seperti akuntabilitas yang beorientasi 

pada hasil, profesionalisme, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan 

keuangan oleh badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.  

Perwujudan pengelolaan keuangan negara yang efektif akan 

mempermudah pembangunan di Indonesia lebih merata dan menyeluruh disegala 

bidang sesuai dengan tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur. untuk 

pembangunan, negara membutuhkan sumber dana yang begitu dominan, sumber 

dana dominan  diperoleh dari pajak, saat ini perekonomian Indonesia terus 

meningkat dalam era globalisasi, apa lagi sebagai negara yang sedang 

berkembang. 

Perkembangannya dapat dilihat dari pembangunan disegala bidang yang 

terencana, terarah, dan bertahap. Perkembangan ini bermanfaat untuk mencapai 

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata. Dalam 

pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit, untuk itu pemerintah harus 

terus berupaya untuk membiayai semua pengeluaran negara. Pemerintah tidak 
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dapat mengandalkan bantuan luar negeri karena akan memperburuk kondisi 

ekonomi Indonesia,dengan banyaknya utang luar negeri.  

Oleh karena itu pemerintah indonesia saat ini mengupayakan  pendapatan 

negara dari sektor pajak. Peranan pajak menjadi semakin penting artinya, setelah 

mampu menjawab semua kondisi-kondisi yang dihadapi oleh pemerintah dan 

bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dimana kesemuanya itu bertujuan untuk 

menutupi, menekan, serta meminimalkan pinjaman-pinjaman luar Negeri. Dalam 

mempertahankan kondisi  tetap stabil utamanya pada sektor pajak sebagai tulang 

punggung sumber penerimaan dalam negeri atau sebagai penyumbang dana 

terbesar bagi pembangunan nasional, maka pemerintah melakukan upaya-upaya 

terhadap pajak sebagai prioritas utama.  

Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun  2009 

di jelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

Tidak mendapatlkan imbalan secara Langsung dan digunakan Untuk keperluan 

Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. 

Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan 

untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, 

karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan 

peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional. 

Kesadaran akan pentingnya pajak itu sendiri harus diimbangi dengan pemahaman 

yang cukup oleh wajib pajak sehingga dapat melaksanakan kewajiban pajaknya 

dengan benar, maka kesadaran akan membayar pajak merupakan hal penting 

dalam menunjang keberhasilan pencapaian target pajak yang telah ditetapkan 

pemerintah. Penerimaan pajak secara umum sendiri dibagi menjadi 2 yaitu Pajak 

Pusat dan Pajak Daerah. Jenis Pajak Pusat meliputi : PPN, Pajak penghasilan 

Pasal 15, 19, 21, 22, 23, 4 , 25,4 ayat 2. 

Berdasarkan Praktik Kerja Nyata Penulis di Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah yang merupakan salah satu wajib pajak yang menyumbang 

penerimaan negara . Pajak yang dibayarkan pada Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah antara lain yaitu : PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Dari 
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beberapa pajak yang dibayarkan oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah. 

Mayoritas dari PPh 23 atas Servis Kendaraan . Karena Badan Penanggulan 

Bencana Daerah (BPBD) merupakan Instansi yang melakukan penaggulangan 

terjadinya bencana, baik yang diakibatkan oleh faktor alam maupun faktor non 

alam dalam rangka mengantisipasi jatuhnya korban jiwa. Untuk menjalankan 

tugasnya Bpbd sering menggunakan kendaraan kantor guna melakukan tugasnya . 

Berikut kendaraan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. 

Jember 

No Nama Barang Merk/Type Jumlah /Kondisi 

1 2 3 4 

1 Mobil PMK IZUSU 3 Unit Kurang 
Baik 

2 Mobil PMK NISSAN 1 Unit Kurang 
Baik 

3 Mobil PMK IZUZU ELF 2 Buah Baik 

4 Mobil PMK  Toyota Dyna 1 Buah Kurang 
Baik 

5 Mobil PMK Toyota HIACE 2 Buah Baik 

6 Mobil Pick up NISSAN 1 Buah Baik 

7 Mobil Operasional  Ford 1 Buah Baik 

8 Sepeda Motor Trail  KLX 150 6 Buah Baik 

9 Sepeda Motor Operasional Suzuki 4 Buah Kurang 
Baik 

 

 Dalam menjalankan tugasnya lapangan seringkali kendaraan tersebut 

megalami berbagai pemasalah yang pada akhirnya kendaraan tersebut harus di 

servis. Pada kegiatan sevis tersebut dikenakan pajak PPh 23 atas jasa servis 

kendaraan.  
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Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengambil judul 

tentang “Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa 

Servis dan Pemeliharaan Kendaraan Pada Kantor Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Jember” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis ingin mengajukan 

rumusan masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan penghitungan, pemotongan, 

penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sevis kendaraan  

yang ada di Kantor Badan Penangglangan Bencana Daerah (BPBD) Jember?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Tujuan dilaksanakan magang ini diusahakan agar dapat memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi mahasiswa dan perusahaan selaku objek 

pelaksanaan kegiatan  Praktek Kerja ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu: 

a. Untuk mengetahui Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) atas Jasa  Servis dan  

Pemeliharaan Kendaraan pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Jember. 

b. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai pelaksanaan 

kegiatan kerja pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Jember. 

c. Untuk memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman kerja tentang 

pelaksanaan kegiatan kerja pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Jember. 

d. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan perkuliahan di 

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember. 
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1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan 

yang diperoleh di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan 

kegiatan-kegiatan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

2. Mengetahui pola pengembangan dan permasalah yang dihadapi oleh 

instansi. 

3. Memperdalam dan meningkatkan kreativitas, pengetahuan, dan 

wawasan di lapangan mengenai dunia kerja khususnya di dunia 

keuangan. 

4. Mampu menerapkan dan membandingkan teori dan praktek yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan, serta mampu memecahkan 

permasalahan. 

b. Bagi Universitas Jember 

1. Sebagai unsur tambahan untuk menambah wawasan mahasiswa. 

2. Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan atau 

instansi dalam meningkatkan kreativitas diri. 

3. Mempererat hubungan antara universitas dengan instansi terkait. 

c. Bagi Instansi 

1. Merupakan Sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi 

dan   Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat 

akademisi maupun bersifat organisasi. 

2. Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul. 

3. Membantu mahasiswa bagaimana cara menghadapi etos kerja yang 

disiplin dan kian hari agar menjadi pekerja yang professional. 

d. Bagi Pengembangan Ilmu 

e. Laporan yang dibuat dijadikan referensi bagi mahasiswa lain yang akan 

mengikuti Praktek Kerja di Kantor Kantor Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Jember. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Prosedur 

Menurut Mulyadi (2013:5) mendefinisikan prosedur adalah suatu urutan 

kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen 

atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 

perusahaan yang terjadi berulang-ulang.Didalam suatu sistem, biasanya terdiri 

dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling 

mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur, maka 

akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu sistem terdiri dari 

jaringan prosedur artinya bahwa suatu sistem terdiri dari beberapa prosedur yang 

menjadi satu kesatuan yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. 

 

2.2 Pengertian Administrasi 

Menurut Soewarno Handayaningrat (2002:2) mengungkapkan bahwa 

administrasi adalah kegiatan ketatausahaan yang terdiri dari berbagai kegiatan 

seperti pembukuan baik penghitungan, pencatatan atau yang lainnya dengan 

tujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan dala arti yang 

sempit, menurutnya administrasi merupakan kegiatan catat mencatat atau 

pembukuan, surat menyurat atau lainnya yang berkaitan dengan ketatausahaan. 

2.3 Perpajakan 

2.3.1 Pengertian Pajak  

Berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya 

mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak 

agar mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut: 

a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
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langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.” 

b. Menurut Waluyo (2008:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirunjuk, 

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

c. Menurut Mardiasmo (2009:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat 

ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka dapat 

disimpulkan pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi 

maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat. 

 

2.3.2 Fungsi Pajak 

Menurut Siti Resmi (2013:3), ada dua fungsi pajak, yaitu : 

a.  Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)  

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.Sebagai 

sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang 

sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan 

cara ekstensifikasi maupun instensifikasi pemungutan pajak melalui 

penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan 

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain. 

b. Fungsi Regularend (Pengatur)  

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial 

dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentuu diluar bidang 

keuangan.  
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2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak  

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu : 

a. Official Assessment System  

Setiap pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan 

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.Dalam sistem ini, 

inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di 

tangan para aparatur perpajakan.Dengan demikian, berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan 

(peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). 

b. Self Assessment System  

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakn yang berlaku.Dealm sistem ini, inisiatif 

serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan 

Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu 

memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai 

kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak.  

Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk : 

1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;  

2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;  

3) Membayar sendiri pajak yang terutang;   

4) Melaporkan sendiri pajak yang terutang;  

5) Mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang;  

c. With Holding System  

Sistem pemungutan pajak yang memeberi wewenang kepada pihak ketiga 

yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai pearturan perundang-undangan 

perpajakan, keputusan presiden, dan 14 peraturan lainnya untuk mendorong dan 

memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana 
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perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 

banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. 

 

2.3.4 Syarat Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2016:2) menyatakan agar pemungutan pajak tidak 

menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus 

memnuhi pajak sebagai berikut: 

a. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara 

maupun warganya; 

b. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis); 

c. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis); 

d. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara 

maupun warganya; 

e. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis); 

f. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat; 

g. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial); 

h. Sesuai fungsi budgetir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutanya; 

i.  Sistem pemungutan pajak harus sederhana; 

j. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

 

2.3.5 Teori Pemungutan Pajak 

Beberapa Teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari 

rakyatnya antara lain : 
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a. Teori Asuransi 

Adalah pemungutan pajak disamakan dengan pembayaran premi yang 

tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. 

b. Teori Kepentingan 

Adalah pembebanan pajak kepada masyarakat berdasarkan asas 

kepentingan masyarakat terhadap keamanan yang diberikan oleh negara 

atau harta kekayaan. 

c. Teori Gaya Pikul 

Adalah masyarakat akan membayar pajak berdasarkan pada pemanfaatan 

jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat. 

d. Teori Bakti 

Adalah pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk menunjukkan 

bakti masyarakat kepada negara, dasr hukumnya terletak pada hubungan 

masyarakat dengan negara. 

e. Teori Daya Beli 

Adalah pembayaran  pajak  tergantung  pada  daya  beli  

masyarakat,sehingga pemungutan pajak menitik beratkan pada fungsi 

pajak yang mengatur. 

 

2.3.6 Pengelompokan Jenis-Jenis Pajak 

Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan 

golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan lembaga pemungutannya.  

a. Menurut golongannya, pajak digolongkan menurut cara pemungutannya, 

yaitu: 

1) Pajak Langsung adalah pajak yang langsung ditanggung oleh Wajib 

Pajak (tidak dapat dilimpahkan langsung kepada pihak lain). 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada 

pihak lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
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b. Menurut sifatnya, pajak didasarkan pada sifat subjektif dan sifat objektif, 

yaitu : 

1) Pajak Subjektif adalah pajak yang mendasarkan pemungutannya 

dengan memperhatikan subjek pajak (Wajib Pajak secara subjektif). 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

2) Pajak Objektif adalah pajak yang mendasarkan pemungutannya pada 

objek pajak dan tanpa memperhatikan objek pajaknya. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

c. Menurut Lembaga pemungutannya, pajak berdasarkan pada siapa yang 

melakukan pemungutan, dalam hal ini adalah pemerintah, yaitu: 

1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM. 

2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak air Permukaan, Pajak 

Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 

Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bui 

dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan. 

 
2.3.7 Tarif Pajak 

Tarif Pajak digunakan dalam penrhitungan besarnya pajak terutang. 

Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan 

besarnya pajak yang harus dibayar (Suparmono, 2010:7).tarif Pajak terdiri dari: 

a. Tarif Pajak Proposional/sebanding 

Adalah presentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar 

pengenaan pajaknya. Contohnya, PPN akan dikenakan tarif sebesarnya 
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10% atas berapa pun penyerahan barang/jasa kena pajak, PPh Badan yang 

dikenakan tarif sebesar 28% atas berapa pun penghasilan kena pajak. 

b. Tarif Pajak Tetap 

Adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang 

menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas bea meterai. 

c. Tarif Pajak Degresif 

Adalah prosentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar 

pengenaan pajaknya. 

d. Tarif Pajak Progesif 

Adalah prosentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar 

pengenaan pajaknya. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak 

Orang Pribadi, setiap terjadi peingkatan pendapatan dalam level tertentu 

maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat. 

 

2.4 Pajak Penghasilan 

Berdasarkan Undang-undang pajak penghasilan Nomor 36 tahun 2008, 

penghasilan merupakan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomi yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi atau untuk 

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam 

bentuk apapun. 

 

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan pada 

masyarakat yang berpenghasilan atau atas hasil yang diterima atau yang 

diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam 

hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus 

dilaksanakannya. Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan adalah Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang tersebut merupakan perpaduan 

dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur terpisah sebagaimana telah 

diuraikan diatas. Berbagai definisi Pajak Penghasilan (PPh) yang dikemukakan 
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oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu 

merumuskan pengertian Pajak Penghasilan (PPh) agar mudah dipahami. Di bawah 

ini merupakan definisi Pajak Penghasilan (PPh) menurut ahli perpajakan : 

a. Menurut Resmi (2017:74), “Pajak Penghasilan adalah Pajak yang 

dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam suatu tahun pajak”. 

b. Menurut Subekti dan Asrori dalam Dina Fitriani (2009:139), pengertian 

Pajak Penghasilan adalah: “...pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi 

atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima 

atau diperolehnya selama satu tahun”.  

c. Menurut Suandy (2011:36), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang 

dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan 

berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun 

tahun pajak”.  

Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas, maka pengertian Pajak 

Penghasilan (PPh) menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap 

penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. 

 

2.4.2 Subjek Pajak Penghasilan 

Pengertian subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang 

mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk 

dikenakan PPh (Siti Resmi, 2017:75).Subjek pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

pajak penghasilan disebut wajib pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah : 

a. Orang pribadi. 

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak. 

c. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, 
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massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak adalah : 

1) Kantor perwakilan negara asing 

2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara 

asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja 

pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat : 

a) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima 

atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. 

b) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

3) Organisasi internasional, dengan syarat : 

a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. 

b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada 

pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 

4) Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat: 

a) Bukan warga negara Indonesia. 

b) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk 

memperoleh penghasilan di Indonesia. 

Wajib Pajak 

Pengertian Wajib Pajak adalah Orang Pribadi dan Badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Dalam hal ini yang menjadi subyek pajak yakni bengkel formula dan menjadi 

wajib pajaknya adalah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah . 

 

2.4.3 Objek Pajak Penghasilan 

Pengertian Objek pajak penghasilan adalah penghasilan setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal 

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi 
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atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun (Resmi, 2013:81). 

Yang termasuk objek pajak PPh: 

a. Penghasilan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan (gaji, upah, 

honorarium, dan lainnya); 

b. Laba usaha; 

c. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan; 

d. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta; 

e. Penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan jaminan pengembalian hutang; 

g. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden pemegang 

polis asuransi dan pembagian SHU Koperasi; 

h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. Sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan hutang s/d jumlah tertentu yang ditetapkan 

Menteri Keuangan; 

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap; 

n. Premi asuransi; 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah; 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai 

Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan; 

s. Surplus Bank Indonesia. 

Atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri 

dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis 
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penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan 

pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

2.4.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan 

Menurut UU Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) yang tidak termasuk 

objek pajak penghasilan adalah : 

a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 

Indonesia; 

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau 

badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi 

yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara 

pihak-pihak yang bersangkutan; 

c. Warisan; 

d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 

saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari 

wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib 

pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak 

yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menurut UU Nomor 36 tahun 

2008; 

f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna dan asuransi beasiswa; 
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g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan 

modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di 

Indonesia dengan syarat : 

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; 

b. Bagi Perseroan Terbatas (PT), BUMN dan BUMD yang 

menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang 

memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) 

dari jumlah modal yang disetor. 

h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi 

kerja maupun pegawai; 

i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam 

bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Keuangan; 

j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 

persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit 

penyertaan kontrak investasi kolektif; 

k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan 

pasangan usaha tersebut: 

1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang 

menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan; 

2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 

 

l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, 

yaitu: 
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1) Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari wajib pajak 

pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan 

formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar 

negeri; 

2) Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, 

direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa; 

3) Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan 

ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan 

bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau 

biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar. 

 

m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba 

yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan 

pengembanganyang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, 

yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan 

bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam 

jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih 

tersebut; 

n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

2.5  Pajak Penghasilan Pasal 23 

Menurut Mardiasmo (2013:235) Pajak Penghasilan 23 merupakan 

potongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, 

penyerahan jasa,atau penyelenggara jasa atau kegiatan selain yang telah di 

potong Pajak Penghasilan 21, yang di bayarkan, atau telah jatuh tempo 

pembayaranoleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, 

penyelenggaraan keguatan, Badan Usaha Tetap (BUT), atau perwakilan 

perusahaan luar negeri lainnya. 
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2.5.1 Dasar Hukum PPh Pasal 23 

Dasar hukum yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 adalah: 

a. Pasal 23 Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 242/PMK.03/2014 Tentang 

Tata Cara dan Pembayaran Pajak. 

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Pasal 23 

Ayat (1) huruf C angka 2  

 

2.5.2 Pemotongan  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 
 

Berdasarkan Undang-undang PPh nomor 36 tahun 2008 peotongan Pph  23 

adalah : 
 
a. Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara 

kegiatan,bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri 

lainnya. 

b. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong 

PPh23, yaitu: 

1) Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah 

(PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan 

konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas 

2) Orang  Pribadi yang menjalankan usaha menyelenggarakan 

pembukuan. 

Kepala  Kantor Pelayanan Pajak menebitkan Surat Keputusan penunjukan 

sebagai pemotongan Pajak Penghasilan  Pasal  23 kepada Wajib Pajak orang 

pribadi dalam negeri tertentu terdaftar sebagai Wajib Pajak orang pribadi dalam 

negeri tertentu wajib memotong  Pajak Penghasilan pasal 23 pembayaran 

berupa sewa. 
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Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan 23 (selanjutnya disebut 

Wajib Pajak pph 23)  terdiri atas : 

1) Wajib pajak dalam negeri ( orang pribadi dan badan) 

2) Badan Usaha tetap 
 
 
2.5.3 Objek Pajak  Penghasilan  (PPh) Pasal 23  
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015,yang   

merupakan Objek pajak  (PPh)  pasal 23 adalah:  

a. Deviden adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang 

polis asuransi atau pembagian hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota 

koperasi. 

b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan 

pengembalian utang. 

c. Royalti. 

d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksut dalam pasal 21 

e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa 

tanah dan/atau bangunan. 

f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa 

konsultan, dan jasa lain selainyang telah dipotong pajak penghasilan 

sebagaimana yang dimaksut dalam pasal 21 . 

 
 
2.5.4 Pengecualian  Objek Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 
 

Berdasarkan Undang-undang PPh nomor 36 tahun 2008 

Pengecualian Pajak Penghasilan pasal 23 adalah : 

a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank  

b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna 

usaha dengan hak opsi  

c. Deviden debagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f 

(deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroaan 
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terbatas sebagai Wajib pajak dalam negeri, koperasi,badan usaha 

milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal 

pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di 

Indonesia) dan deviden diterima oleh Orang Pribadi. 

d. Bagian Laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang 

unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 

e. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi  kepada 

anggotanya  

f. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau 

jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyaklur pinjaman dan/atau 

pembiayaan yang diatur dengan Peratiran Menteri Keuangan 

 

2.5.5 Tarif dan Dasar Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 23 

a. Tarif pajak dan pemotongan  

Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan 

tarif sebagai berikut :  

1) Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: 

a. Dividen 

b. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan 

jaminan pengembalian utang; 

c. Royalti 

d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah 

dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

ayat (1) huruf e 

2) Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas : 

a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang 
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telah dikeani Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(2); dan 

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, 

jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Jasa lain yang dimaksud 

diatur dalam Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 

tampak pada tabel berikut. 

 

Tabel 1.1 Jasa lain sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 

No Jenis Pajak 
1 Jasa penilai (appraisal); 
2 Jasa aktuaris; 
3 Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 
4 Jasa perancang; 
5 

Jasa pengeboran (drilling) dibidang penambangan minyak dan gas  
Bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh badan usaha tetap (BUT); 

6 Jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi 

7 Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas  

8 Jasa penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara  
9 Jasa penebangan hutan; 

10 Jasa pengolahan limbah; 
11 Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services); 
12 Jasa perantara dan/atau keagenan; 

13 
Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh  
Bursa Efek, KSEI, dan KPEI 

14 Jasa  kustodian/penyimpanan/penitipan,  kecuali  yang  dilakukan  oleh KSEI 
15 Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; 
16 Jasa mixing film 

17 
Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perwatan, pemeliharaan dan 
perbaikan. 

18 Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC,dan/atau 
TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya  
dibidang   konstrusksi   dan   mempunyai   izin   dan/atau sertifikasi sebagai 
pengusaha konstruksi; 

19 Jasa  perwatan/perbaikan/pemeliharaan  mesin,  ,  peralatan,  listrik,telepon, air, 
gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau sertifikasi sebagai 
penusaha kontruksi dan mempunyai izin 
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20 Jasa maklon 
21 Jasa Penyelidikan dan Keamanan  
22 Jasa Penyelenggaraan  kegiatan atau event organizer 
23 Jasa pengepakan 

 
24 Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau 

media lain untuk penginapan informasi 

25 Jasa pembasmian hama 
26 Jasa Kebersihan atau Cleaning Seervis  
27 Jasa Katering atau tata boga 

 

 

Tabel 1.2 Jasa Penunjang di Bidang Penambangan migas dan Panas Bumi 

No  Jenis Jasa 

1  Jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubur 

  semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur; 

2  Jasa penyemanan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan 

  bubur semen untuk maksud-maksud: penyumbatan kembali formasi 

  yang sudah kosong; 

  �  Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air; 

  �  Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; 

  �  Penetupan sumur; 

3  Jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa 

  bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut 

  terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan 

  kemungkinan tersumbatnya pipa; 

4  Jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar 

  daya tembus formasi dan menaikan produktivitas dengan jalan 
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  menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan; 

5  Jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan 

  dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada 

  formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil; 

6  Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tobing), yaitu jasa 

  yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam 

  sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai 

  dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat 

  dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam 

  sumur; 

7  Jasa uji kandung lapisan (drill steam testing), penyelesaian sementara 

  suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi; 

8  Jasa reparasi pompa reda (reda repair); 

9  Jasa pemasangan instalasi dan perawatan; 

10  Jasa penggantian peralatan/materi 

11  Jasa mud logging, yaitu  memasukan 

12  Jasa mud engineering 

13  Jasa well logging & perforating 

14  Jasa stimulasi dan secondary decovery 

15  Jasa well testing & wirw line service 

16  Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling 

17  Jasa pemeliharaan  untuk pekerjaan drilling 

18  Jasa mobilasi dan demobilisasi anjungan drilling 

19  Jasa lainnya yang sejenis di bidang pengeboran  migas 
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Tabel 1.3 Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di Bidang Penambangan 

selain Migas 

No Jenis Jasa 
1 Jasa Pengeboran 
2 Jasa penebasan; 
3 Jasa pengupahan dan pengeboran; 
4 Jasa penambangan; 

5 
Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum; 

6 Jasa  pengolahan bahan galian; 

7 
Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi,dan penggalian 
pemindahan tanah 

8 Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum. 

9 Jasa reklamasi tambang 
 

Jasa peunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa : 

a. Bidang aeronautika, termasuk : 

1. Jasa pendaratan, penempatan,penyimpanan pesawat udara dan jasa lain 

sehubungan dengan pendaratan pesawat udara 

2. Jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge) 

3. Jasa pelayanan penerbangan 

4. Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari 

proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut 

dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, 

selama pesawat udara di darat; 

5. Jasa penunjang lain dibidang aeronautika. 

b. Bidang non-aeronautika, termasuk : 

1. Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat 

2. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronaut 

Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses 

penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya 
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dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, 

bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan 

penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya 

disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi 

berada pada pengguna jasa.  

Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer adalah usaha 

yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi 

antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, 

pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain 

yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan. 
 

2.5.6 Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 

 Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk masing-masing 

Objek pajak dapt dilihat pada tabel 1.5 

 

Tabel 1.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 

No Objek Pajak Besarnya PPh Pasal 23 

1 Dividen 15% x jumlah dividen 

2 Bunga 15% x jumlah bunga 

3 Royalti 15% x jumlah royalti 

4 Sewa 2% x jumlah sewa 

5 Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya 15% x jumlah 

 selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan hadiah/penghargaan/ 

 sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 bonus 

6 Sewa dan penghasilan lain sehubungan 2% x jumlah sewa 

 dengan penggunaan harta, sewa dan  

 pengghasilan lain sehubungan dengan  
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 penggunaan harta yang telah dikenai Pajak  

 Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam  

 Pasal 4 ayat (2)  

7 Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa 2% x jumlah imbalan 

 manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan. (tidak termasuk PPN) 
 

Pajak Penghasilan atas Dividen, Bunga, dan Sewa 

Perbedaan pengenaaan PPh atas Deviden, bunga dan Sewa dijelaskan Pada tabel 

Berikut : 

Tabel 1.5 Perhitungan Pajak Penghasilan atas Dividen, Bunga, dan Sewa 

Jenis 

Penghasilan 

Pengenaan 

Pajak 

Perhitungan Penerima 

 

Deviden 

Bukan Objek 
Pajak 

- PT,koperasi, 
BUMN/BUMD 
dengan syarat 
tertentu 

PPh Pasal 23 

 

15% x Jumlah 
Bruto 

Wajib Pajak 
Dalam Negeri 

PPh Pasal 26 20% x jumlah 
Bruto (Final) 

Wajib Pajak 
Dalam Negeri 

PPh Pasal 17 ayat 
(2) c 

10% x Jumlah 
Bruto (final) 

Wajib Pajak 
Dalam Negeri 
Orang Prbadi 

 

Bunga 

Bukan Objek 
Pajak 

- Perusahaan reksa 
dana atau bunga 
obligasi 

PPh Pasal 23 

 

15% x Jumlah 
Bruto 

Wajib Pajak 
Dalam Negeri 
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PPh Pasal 26 20% x jumlah 
Bruto (Final) 

Wajib Pajak Luar 
Negeri 

PPh Pasal 4 ayat 
(2) c 

20% x jumlah 
Bruto 

Wajib Pajak 
Dalam Negeri atas 
bunga deposito, 
tabungan dan 
bunga obligasi 
pasar modal 

 

Sewa 

Bukan Objek 
Pajak 

- - 

PPh Pasal 23 

 

 
2% x Jumlah 
Bruto 

Wajib Pajak 
Dalam Negeri 

PPh Pasal 26 20% x jumlah 
bruto (final) 

Wajib Pajak Luar 
Negeri 

PPh Pasal 4 ayat 
(2) c 

10% x jumlah 
bruto (final) 

Wajib Pajak 
Dalam Negeri atas 
sewa\ tanah 
dan/atau bangunan 

 

2.5.7 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 

a. Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya 

pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang 

bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang 

bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak 

sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. 

b. Pajak penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-

lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat 

terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia. 

c. Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Masa selambat-lambatnya 20 ( dua puluh) hari setelah Masa Pajak 

berakhir.Pemotong PPh Pasal 223 harus memberikan tanda bukti 
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pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak 

Penghasilan yng dipotong. 

d. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 

dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya 

pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 

23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Transaksi- transaksi yang 

merupakan objek pemotngan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan 

oleh kantor pusat, sedangkan objek PPh Pasla 23 yang pembayrannya 

dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 

dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

 3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan 

3.1.1  Waktu Pelakanaan Pelaksanaan Kegiatan 

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat 

tugas Nomor 0912/UN25.1.2/SP/2018 yang dimulai tanggal 12 Februari sampai 

dengan 09 April 2018 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Jember. Adapun Kegiatan Praktek Kerja nyata ini dilakukan sesuai 

dengan jam kerja di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah ` 

Kabupaten Jember yaitu; 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata  

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s.d. Kamis 07.30 – 16.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Jumat 07.30 – 15.30 WIB 11.30 – 13.00 WIB 

Sabtu dan Minggu Libur Libur 

Sumber : Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember 2018  

Selain itu khusus hari Jumat diisi dengan kegiatan pengajian rutin  yang 

dilaksanakan pada pukul 08.15 s.d. 09.30 WIB yang kemudian dilanjutkan dengan 

kegiatan kerja hingga pukul 11.30 WIB (dikarenakan jam istirahat bersambung 

dengan sholat jumat), kemudian dilanjutkan lagi pukul 13.00 – 16.00 WIB.   

 

3.1.2 Tempat Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Jl. Danau Toba Nomor 16 

Kel. Tegal Gede Kec. Sumbersari Jember Jember pada bagian kesekertariatan dan 

keuangan 
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3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

 Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir 

oleh penulis dengan judul “Prosedur Administrasi pajak penghasilan  pasal 23 atas 

Servis kendaraan”. Sehingga pada pelaksanaan Prakktek kerja nyata penulis 

ditempatkan pada seksi yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu Seksi 

Keuangan. Pada seksi ini penulis  mengamati proses perhitungan, pemungutan, 

penyetoran dan pelaporan atas Jasa Servis Kendaraan. Pada seksi ini penulis 

mendapatkan data yang terkait dengan judul penulis. 

 

3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

 Selama pelakanaan kegiatan, penulis melaksanakan beberapa kegiatan 

yang ada di kantor pertanahan kabupaten jember yang dapat dilihat dalam tabel  

berikut ini: 

 

Tabel.3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada Kantor Badan Penanggulanagan 

Bencana Daerah ( BPBD) Jember 

No Wakatu Pelaksanaan Kegiatan Penanggung Jawab 

(a) (b) (c) (d) 

1. Senin, 12 Februari 

2018 

a. Diterima di BPBD 

Jember oleh Sub 

Bagian Kesekertariatan 

dan Keuangan 

b. Pengarsipan data 

pegawai 

Bu irmulandari selaku 

Kasubag kepegawaian 
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(a) (b) (c) (d) 

2. Selasa, 13 Februari 

2018 

Pengarsipan data pegawai 

bagian Keuangan 

Bu Irmulandari  

selaku kasubag 

kepegawaian 

3. Rabu, 14 Februari 

2018 

Pengarsipan data seluruh 

pegawai BPBD Jember 

Bu Irmulandari  

selaku kasubag 

kepegawaian 

4. Kamis, 15 Februari 

2018 

Membuat surat laporan 

kejadian bencana 

Pak Djamaludin  

selaku operational 

5. Senin, 19 Februari 

2018 

Mencetak rekapan aset 

BPBD 

Puti wulan 

Selaku staf bagian 

keuangan 

6. Selasa, 20 Februari 

2018 

Membuat daftar keuangan 

pada buku jurnal 

Bu Irmulandari  

selaku kasubag 

kepegawaian 

7. Rabu , 21 Februari 

2018 

Membuat daftar keuangan 

pada buku jurnal 

Bu Irmulandari  

selaku kasubag 

kepegawaian 

8. Kamis, 22 Februari 

2018 

Pe most it tanda tangan 

dan mengajukan ttd ke 

kepala instani 

Puti wulan 

Selaku staf bagian 

keuangan 

9. Jumat,23 Februari 

2018 

Membuatkan buku juranal 

untuk pengeluaran 

keperluan instansi 

Bu Irmulandari  

selaku kasubag 

kepegawaian 

10. Senin,26 Februari 

2018 

Membuatkan buku juranal 

untuk pengeluaran 

keperluan instansi 

Bu Irmulandari  

selaku kasubag 

kepegawaian 
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(a) (b) (c) (d) 

11. Selasa,27 Februari 

2018 

Mencetak rekapan aset 

BPBD 

Puti wulan 

Selaku staf bagian 

keuangan 

12. Rabu, 28 Februari 

2018 

Diskusi mengenai  

Laporan TA dan 

Kebencanaan 

Putri wulan 

Selaku staf bagian 

keuangan 

13. Kamis, 1 Maret 2018 Melengkapi stempel pada 

data-data dan undangan 

Bu Irmulandari  

selaku kasubag 

kepegawaian 

14. Jumat, 2 Maret 2018 Pengajian Rutin Bu Irmulandari  

selaku kasubag 

kepegawaian 

15. Senin, 5 Maret 2018 

 

Merapikan data scan yg 

doble pada pegawai  

Pak Hartono 

Selaku 

16. Selasa, 6 Maret 2018 Melengkapi data yg belum 

di stempel untuk di 

mintakan kepada Kepala 

Instansi 

Putri wulan 

Selaku staf bagian 

keuangan 

17. Rabu, 7 Maret 2018 Mempost it tanda tangan 

dan kelangkapan stempel 

pada stempel 

Putri wulan 

Selaku staf bagian 

keuangan 

18. Kamis, 8 April 2018 Laporan Pajak Tahunan Dini. 

19. Jumat, 9 Maret 2018 Pengajian Rutin Bu Irmulandari  

selaku kasubag 

kepegawaian 

20. Senin, 12 Maret 2018 Scan data pensiun  

21. Selasa, 13 Maret 2018 Diskusi data data 

mengenai Laporan Tugas 

Akhir 

Dini  

Selaku staf bagian 

keuangan 
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(a) (b) (c) (d) 

22. Rabu, 14 Maret 2018 Laporan Pajak Tahunan Dini  

Selaku staf bagian 

keuangan 

23. Kamis, 15 Maret 2018 Pencatatan Surat Masuk Djamaludin 

24. Jumat, 16 Maret 2018 Laporan Pajak Tahunan Dini  

Selaku staf bagian 

keuangan 

25. Senin, 19 Maret 2018 Laporan Pajak Tahhunan Dini  

Selaku staf bagian 

keuangan 

26. Selasa, 20 Maret 2018 Laporan Pajak Tahunan Dini  

Selaku staf bagian 

keuangan 

27. Rabu, 21 Maret 2018 Laporan Pajak Tahunan Dini  

Selaku staf bagian 

keuangan 

28. Kamis, 22 Maret 2018 Laporan Pajak Tahunan Dini  

Selaku staf bagian 

keuangan 

29. Jumat, 23 Maret 2018 Laporan Pajak Tahunan Dini  

Selaku staf bagian 

keuangan 

30. Selasa, 27 Maret 2018 Laporan Pajak Tahunan Dini  

Selaku staf bagian 

keuangan 
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(a) (b) (c) (d) 

31 Senin,  26 Maret 2018 Laporan Pajak Tahunan Dini  

Selaku staf bagian 

keuangan 

32 Rabu, 28 Maret 2018 Laporan Pajak Tahunan Dini  

Selaku staf bagian 

keuangan 

33 Kamis,29 Maret 2018 Meminta kode efi ulang 

untuk NPWP yang 

bermasalah di KPP 

Dini  

Selaku staf bagian 

keuangan 

34 Senin, 2 April 2018 Mencetak Laporan Pajak 

Tahunan 

Dini  

Selaku staf bagian 

keuangan 

35 Selasa , 3 April 2018 Mencetak Laporan Pajak 

Tahunan 

Dini  

Selaku staf bagian 

keuangan 

36 

 

Rabu, 4 April 2018 IZIN Bu Irmulandari  

selaku kasubag 

kepegawaian 

 

37 Kamis, 5 April 2018 Melengkapi stempel dan 

poist it ttd 

Bu Irmulandari  

selaku kasubag 

kepegawaian 

 

38 Jumat, 6 April 2018 Pengajian Rutin Bu Irmulandari  

selaku kasubag 

kepegawaian 
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Sumber : Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember 2018 

 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu 

data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa administrasi yang berkaitan 

dengan pajak penghasilan pasal 23 sedangkan data kualitatif berupa wawancara 

dengan pegawai Kantor BPBD Kabupaten Jember.   

3.3.2 Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langung dari Wajib Pajak Kantor 

BPBD Kabupaten Jember. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan 

prosedur administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23. 

b. Data Sekunders 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan 

yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, 

jurnal, modul dan lain-lain. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut : 

a. Wawancara  

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui 

tanya jawab dengan narasumber. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini 

penulis berdiskusi tentang prosedur administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 

atas jasa jasa servis dan pemeliharaan kendaraan pada kantor Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. 

(a) (b) (c) (d) 

39 Senin, 9 April 2018 Mengetik ulang Laporan 

Kebebncanaan 

Pak Harianto selaku    
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b. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata  

ini. 
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 BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di BPBD 

Kabupaten Jember tentang Prosedur Pembayaran Dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 maka dapat disimpulkan : 

a. Pihak BPBD selaku wajib pajak bendaharawan  harus melakukan 

kewajiban perpajakannya mengggunakan sistem with holding systtem atas 

pengenaan jasa yaitu dari menghitung dan memotong pajak penghasilan 

pasal 23 atas jasa servis yang terutang sebesar 3%  untuk bulan Februari 

2018, namun pada kenyataannya perhitungan berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 jika tidak mempunyai 

NPWP dikenai tarif 100% lebih tinggi. 

b. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa sudah menggunakan 

Surat Setoran Elektronik atau E-billing  system dan Pembayaran Pajak 

Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Servis  pada BPBD Jember melalui Kantor 

Pos, BPBD  Jember dalam melakukan pembayaran tidak melebihi sebelum 

jatuh tempo dan membayar sesuai pajak terutang; 

c. Setelah melakukan pembayaran pajak yang terutang, lalu melakukan 

Pelaporan pajaknya. Batas waktu pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan 

Pasal 23 Paling Lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Namun Pada 

kenyataannya pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak 

melaksanakan kewajiban perpajaknnya untuk melaporkan SPT Masa Pajak 

Penghasilan Pasal 23 

 

5.2 Saran 

Penulis mengharapkan untuk Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabaupaten Jember untuk lebih taat lagi dalam memmenuhi kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.  
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Lampiran 1 
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